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PEMBAHASAN

12. Metode Penanaman Budaya Anti Korupsi Melalui Sektor Pendidikan

Pada Semua Jenjang Pendidikan Mulai Dari Tingkat Sekolah Dasar

Hingga Perguruan Tinggi Sesuai Dengan Peraturan Perundang-

Undangan Di Indonesia.

Penanaman budaya anti korupsi melalui sektor pendidikan formal

dalam bab 3 angka 11 sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia

akan diuraikan pada semua jenjang pendidikan. Adapun pembahasan

tentang metode penanaman budaya anti korupsi pada setiap jenjang

pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut:

a.

Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar sangat penting dalam membina sumber daya
manusia (SDM) demi perkembangan negara, karena pendidikan
menjadi salah satu hak yang sangat mendasar. UUD NRI Tahun 1945
sebagai konstitusi negara Indonesia menjamin pemberian hak warga
negara atas pendidikan sebagaimana yang telah termaktub pada Pasal
28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 31 UUD 1945.

Pemerintah memiliki tanggung jawab penuh dalam pelaksanaan
pendidikan di Indonesia, sesuai dengan apa yang telah dinyatakan di
Pasal 31 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UUD 1945, yang pada intinya
pemerintah mengusahakan serta menyelenggarakan suatu sistem
pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,
melalui pengaturan undang-undang, prioritas anggaran. Disamping hal
tersebut, tujuan pendidikan yaitu untuk memajukan ilmu pengetahuan
dan teknologi dengan memperhatikan aspek nilai-nilai agama dan
persatuan bangsa dalam mewujudkan kemajuan peradaban serta
kesejahteraan umat manusia. Ketentuan dari konstitusi tersebut
mempertegas bahwa pemerintah berkewajiban penuh untuk memenuhi

hak warga negara atas pendidikan yang layak dan berkualitas.
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Agar dapat mewujudkan amanat dari konstitusi tersebut, maka
penyelenggaraan pendidikan nasional oleh pemerintah dilakukan
melalui politik hukum. Pemerintah melalui politik hukum merancang,
mengatur, dan melaksanakan hukum dalam suatu negara terhadap
bidang-bidang hukum, sosial, ekonomi, dan bidang-bidang lain, salah
satunya sistem pendidikan nasional, yang saat ini diatur dalam
peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain Pasal 31 UUD
1945, UU Rl Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (selanjutnya disebut UU Sisdiknas), serta peraturan-peraturan
pelaksana terkait di bawah undang-undang.?®

Upaya Pemerintah Indonesia untuk menjamin penyelenggaraan
pendidikan  sehingga dapat memenuhi hak konstitusional
masyarakatnya sebagaimana dicantumkan dalam UUD NRI Tahun
1945, ditindak lanjuti dengan UU Sisdiknas. Selanjutnya terdapat pula
undang-undang lain seperti UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen, UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
dan beberapa undang-undang lainnya yang juga ikut mengatur
mengenai penyelenggaraan pendidikan nasional. Hanya saja, dalam
undang-undang ini sebagai salah satu tumpuan dari peraturan
perundang-undangan untuk mengatur terhadap pendidikan dasar
nasional yang dalam hierarkisnya berada di bawah, seperti PP Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana
diubah dengan PP Nomor 32 Tahun 2013 dan diubah kembali dengan
PP Nomor 13 Tahun 2015 dan peraturan-peraturan perundang-
undangan lainnya yang terkait.

Sejak diundangkannya UU Sisdiknas, perlu menjadi perhatian
semua pihak yang berkepentingan bidang pendidikan, yaitu: jaminan
pendidikan pluralistic yang menghormati budaya lokal, alokasi
anggaran 20 persen, terbukanya kesempatan untuk menikmati
pendidikan bermutu, kesempatan bagi masyarakat berpartisipasi untuk

menyelenggarakan pendidikan.

% Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung: Alumni,
1991, him. 1.
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Adapun prinsip penyelenggaraan pendidikan diatur dalam Pasal 4
ayat (1) dan ayat (3) UU Sisdiknas yang tertulis sebagai berikut:
pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan dan tidak
diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai
keagamaan, nilai kultural, dan kemajuan bangsa. Disamping itu
pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan
pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat.

Menyelami lebih dalam, pada awal terjadinya korupsi yanng timbul
dari hati seseorang. Sifat mementingkan akan diri sendiri atau egoisme
sering kali menguasai diri dari para koruptor demi tercapainya tujuan
kepentingan pribadi. Begitu juga dengan sifat serakah yang membuat
ingin selalu lebih dan lebih, tidak pernah merasa cukup dengan apa
yang sudah dimiliki. Selain itu, celah-celah kesempatan juga ada
sehingga membuat para koruptor dalam melakukan korupsi dianggap
olehnya bukan menjadi masalah. Semua itu adalah tidak kuatnya,
moral, iman, dan takwa, sehingga dapat mempermudah menjadi
semakin terjatuh bagi orang-orang yang mengalami kasus ini.

Pendidikan anti korupsi harus dapat dimulai dari usia dini, hal ini
karena dapat menentukan keberhasilan pendidikan kepada jenjang
berikutnya. Oleh karenanya Hal untuk dapat dilakukan sebagai
mencegah korupsi melalui pemberian perilaku anti korupsi pada anak.
Sesuai dengan perkembangan social emosionalnya pada anak usia 5-6
tahun adalah anak yang telah memiliki kemaampuan dalam
mengendalikan  diri/mampu  untuk mengontrol dirinya dalam
membedakan perbuatan yang baik dan buruk, maka untuk
menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut perlu diberikan
peningkatan terhadap perilaku anti korupsi sebagai nilai-nilai dalam
membentuk kepribadian dari anak. Mendidik untuk perilaku anti korupsi
kepada anak dapat membosankan apabila hanya berupa nasihat,
karena mereka lebih mudah lupa terhadap apa yang mereka dengar.
Salah satu metode yang dapat dilakukan adalah menggunakan metode
story telling dimana anak akan mudah mengingat nilai-nilai anti korupsi
karena dalam metode ini begitu menyenangkan sehingga mampu
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menimbulkan kesan pada anak. Metode story telling ini akan efektif
apabila digunakan untuk mengajarkan perilaku anti korupsi pada anak
usia dini.?’

Sikap anti korupsi merupakan sikap mencegah dan
menghilangkan bagi berkembangnya korupsi. Mencegah pada
hakekatnyaya merupakan sikap untuk meningkatkan kesadaran
individu agar tidak melakukan tindakan korupsi. Sikap anti korupsi
menunjukkan bahwa seseorang memiliki intergritas yang dicerminkan
dalam perilaku tidak korup tadi.?®

Pendidikan antikorupsi merupakan upaya yang dilakukan oleh
seseorang atau kelompak orang untuk tidak melakukan korupsi dimana
hal ini dapat dikualifikasi sebagai upaya untuk mencegah terjadinya
korupsi. Pendidikan antikorupsi ini tidak diberikan melalui suatu mata
pelajaran tersendiri, melainkan dapat dilakukan dengan cara
mengintegrasikan melalui beberapa mata pelajaran untuk menanamkan
nilai-nilai  anti  korupsi. Pada hakikatnya, pembelajaran ini
diaktualisasikan secara nyata dalam kehidupan sekolah, dimana siswa
tidak hanya belajar secara kognitif mengetahui nilai-nilai antikorupsi,
melainkan secara afektif mampu bersikap dan psikomotoriknya dapat
mengaktualisasikan perbuatan yang mencerminkan perilaku anti
korupsi.?®

Jenjang pendidikan dasar, seperti sekolah dasar adalah tempat
pembentukan bagi moral siswa dikarenakan di tempat tersebut secara
sengaja dapat dikondisikan dalam kegiatan belajar. Penanaman nilai
budi  pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak dalam
mengembangkan terhadap kemampuan siswa akan mudah
memberikan keputusan yang baik atau buruk, membedakan perilaku

jujur dan curang, serta mewujudkannya didalam kehidupan sehari-hari.

27

Dwi Puji Lestari, Peningkatan Perilaku Anti Korupsi Melalui Metode Story Telling, Al-Athfal

Pendidikan Anak, Vol. 4 Nomor 1, Juni 2018, him.18., http://ejournal.uin-

suka.ac.id/tarbiyah/alathfal, diakses pada tanggal 3 Agustus 2021.

8 Arbain, Muhammad dan Amirullah Syarbini, Pendidikan Anti Korupsi: Konsep, Strategi dan

Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah, Bandung: Alfabeta, 2014, him. 6.

= Erry Trisna Nurhayana, Kotak Temuan: Media Aktualisasi Pendidikan Anti Korupsi Bagi Siswa

Sekolah Dasar, Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar, Vol. 1, Nomor 1 April 2017, him. 65-66,
http://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/AW, diakses pada tanggal 8 Agustus 2021.
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Guru di sekolah juga memiliki peran yang sangat penting dalam
memberikan tauladan, berbagi pengalaman dan pembiasaan agar
siswa mampu mengerti dan melaksanakan nilai antikorupsi.

Adapun nilai-nilai anti korupsi terdapat beberapa nilai-nilai yaitu:
jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggungjawab, kerja keras, sederhana,
berani, dan adil. Apabila guru dapat mengetahui akan nilai-nilai yang
terkandung dalam pendidikan antikorupsi maka untuk penanaman nilai
mudah dilakukan dengan membiasakan kepada siswa untuk bertindak
jujur, tidak menyontek, jujur untuk mengakui kesalahan,
mengembalikan barang yang bukan miliknya, dan kegiatan positif
lainnya.

Selanjutnya uraian masing-masing nilai-nilai anti korupsi dapat
diuraikan sebagai berikut®;

1)  Nilai Jujur, yang dapat didefinisikan tidak berbohong dan tidak
curang. Jujur merupakan salah satu nilai yang paling utama dalam
sikap antikorupsi. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika orang
berperilaku tidak jujur maka orang tersebut tidak akan mendapat
kepercayaan dalam berbagai hal.

2) Nilai Peduli, didefinisikan mengindahkan, memperhatikan, dan
menghiraukan, terhadap lingkungan sekitar. Bentuk nyata
kepedulian terhadap sesama, yaitu: turut membantu bila terjadi
bencana alam atau musibah, membantu meningkatkan kebersihan
lingkungan.

3) Nilai Mandiri, didefinisikan tidak banyak bergantung kepada orang
lain dalam berbagai hal.

4) Nilai Disiplin, didefinisikan adanya ketaatan atau kepatuhan
terhadap peraturan..

5) Nilai Tanggung Jawab, didefinisikan sebagai suatu keadaan
dimana kita wajib menanggung segala sesuatunya. Seseorang
yang memiliki tanggung jawab akan memiliki kecenderungan

menyelesaikan tugas dengan lebih baik.

% | Putu Andre Suhardiana, Membangun Tunas Integritas Sebagai Cikal Generasi Anti Korupsi Di
Tingkat Pendidikan Dasar, Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar, Vol. 2, Nomor 2, Oktober 2017,
him. 34-35., http://ejourna.ihdn.ac.id/index.php/AW, diakses pada tanggal 8 Agustus 2021.
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6) Nilai Kerja keras, didefinisikan sebagai kerja harus berdasarkan
niat dan kemauan. Bekerja keras merupakan hal yang penting
guna mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

7) Nilai Sederhana, yang didefinisikan bahwa kesederhanaan
diwujudkan dengan gaya hidup yang tidak hidup boros, dan sesuai
dengan kemampuan.

8)  Nilai Berani, didefinisikan berani mengatakan sesuatu yang benar
dan berani bertanggungjawab. Untuk mencapai kesuksesan,
maka keberanian sangat diperlukan. Keberanian juga harus
dilandasi oleh adanya kebenaran.

9) Nilai Adil, didefinisikan penilaian dengan memberikan sesuatu
berdasarkan kewajiban yang telah dilakukan.

Adapun tujuan pembelajaran pendidikan antikorupsi adalah:

1) Memberikan bekal yang cukup ketika terjuan di masyarakat.

2) Memahami pentingnya etika ketika kelak berinteraksi dengan
pihak publik maupun privat.

3)  Memahami dampak buruk korupsi bagi masyarakat dan

4)  Memiliki keberanian untuk memberantas korupsi.

Berdasarkan nilai-nilai anti korupsi sebagaimana diuraikan diatas,
untuk mengembangkan kompetensi siswa sekolah dasar agar
mempunyai integritas yang tinggi dapat dilakukan beberapa metode
pendekatan antara lain®':

Pertama, Metode Demokrasi. Model ini menekankan
penghayatan nilai-nilai hidup dengan melibatkan anak untuk
menanamkan nilai-nilai anti korupsi dengan pendampingan dan
pengarahan guru. Anak diberi kebebasan untuk menyampaikan
pendapatnya secara demokratis atas nilai-nilai yang dicontohkan oleh
guru. Selanjutnya dalam metode ini, guru bukanlah pihak pemberi
informasi satu-satunya dalam menemukan nilai-nilai anti korupsi,

namun siswa diberikan kesempatan untuk mengeksplore nilai-nilai yang

" Nuzus Sakinah, Nuhasanah Bakhtiar, Model Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Dasar Dalam
Mewujudkan Generasi Yang Bersih dan Berintegritas Sejak Dini, El-Ibtidaiy: Journal of Primary
Education, Vol. 2, Nomor 1, April 2019, him. 43-44.
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pernah ditemukan dan selanjutnya dilakukan dialog kepada guru dan
juga bahkan teman-teman siswa lainnya. Manfaat metode ini
diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai keterbukaan, kejujuran,
penghargaan terhadap pendapat orang lain, sportivitas, kerendahan
hati dan toleransi. Disamping itu anak diajak berani untuk
mengungkapkan pendapat, gagasan, maupun perasaannya. Melalui
cara ini anak dapat diajak untuk belajar dalam menentukan arti nilai
hidup yang benar dan jujur.

Kedua, Metode Pencarian Bersama. Metode ini menekankan
pencarian bersama terhadap nilai-nilai anti korupsi bagi siswa dan guru.
Pencarian bersama dapat lebih berorientasi kepada diskusi terhadap
soal-soal yang aktual didalam masyarakat, dimana proses ini dapat
diharapkan menumbuhkan sikap untuk berpikir logis, analitis,
sistematis, argumentatif dan dapat mengambil nilai-nilai dalam hidup
dari masalah yang diolah bersama. Dengan metode ini maka siswa
perlu diajak untuk aktif mencari dan menemukan akan tema yang
sedang berkembang saat ini dan menjadi perhatian bersama. Tujuan
pencarian bersama ini dimaksudkan untuk menemukan nilai-nilai
terhadap permasalahan yang diolahnya, anak juga dapat diajak untuk
menjadi kritis dalam analitis dengan mengolah sebab akibat suatu
permasalahan tersebut. Dalam pencarian nilai-nilai anti korupsi
tersebut, anak diajak untuk tidak cepat menyimpulkan atau mengambil
sikap. Sehingga diharapkan nilai-nilai yang didapatkan dihasilkan dari
proses pembelajaran yang cermat dan hati-hati atas permasalahan
untuk akhirnya sampai pada pengambilan sikap..

Ketiga, Metode Keteladanan. Pada metode ini keteladanan
seorang guru dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan peserta
didik sangatlah menentukan. Anak pada usia sekolah dasar dan
menengah akan sangat dapat mengingat contoh sikap dari gurunya dan
akan membekas pada saat yang bersangkutan kelak dewasa, atau
setidaknya ketika peserta didik tersebut masuk bangku kuliah untuk
melanjutkan pendidikannya. Dalam dunia pendidikan yang terjadi dan
tertangkap anak bisa tanpa disaring dan langsung dilakukan. Proses
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kepribadian akan berlangsung kepada anak melihat orang yang
diteladani. Oleh karenanya keselarasan antara kata dan sikap, serta
perilaku seorang guru akan berarti oleh seorang anak, begitu juga
apabila terjadi tidak cocokan dari kata dan tindakan oleh guru, maka
perilaku anak akan menjadi tidak benar dalam Proses penanaman nilai-
nilai anti korupsi yang dilakukan melalui proses keteladanan dimulai
oleh seorang guru dengan menjelaskan mengapa tidak boleh korupsi,
mengapa harus jujur, tidak mencontek saat waktu ulangan. Hal ini
sangat diperlukan untuk dapat menimbulkan sikap yang benar-benar
muncul didasari dari suatu keyakinan akan kebenaran sebagai sistem
nilai.

Keempat, Metode Live In. Model ini dilakukan agar peserta didik
dapat mengenal lingkungan hidup yang berbeda dalam cara berpikir,
tantangan, permasalahan, termasuk tentang nilai-nilai hidupnya. Melalui
cara ini, peserta didik diajak untuk mensyukuri hidupnya yang jauh lebih
baik dari orang lain, sehinga akan menumbuhkan sikap toleran dan
empati yang lebih tinggi pada saat yang bersangkutan kelak hidup dan
bergaul secara langsung kepada masyarakat. Oleh karenanya peserta
didik perlu mendapat bimbingan dalam merefleksikan pengalaman
hidupnya, baik secara rasional dan intelektual maupun dalam segi batin
rohaninya. Hal ini perlu untuk dijaga jangan sampai bagi anak
menanggapinya suatu pengalaman secara berlebihan, namun haruslah

secara wajar dan seimbang.

Pendidikan Menengah

Penanaman budaya anti korupsi pada tingkat pendidikan
menengah sangat erat kaitannya dengan pembentukan generasi muda
agar menjadi manusia yang berbudaya dan mampu mengambil bagian
dalam kehidupan di tengah masyarakat. Pendidikan sebagaimana
diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara memiliki tujuan untuk
menumbuhkan peserta didik menjadi manusia yang luhur akal budinya.
Pendidikan yang berbudi luhur merupakan pendidikan yang ingin
mengantarkan peserta didik menjadi generasi yang memiliki moral,
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sikap bijaksana, tidak gampang menyerah, adil dan penuh rasa kasih
terhadap sesama.*

Filosofi  pendidikan = merupakan sarana ideal dalam
mengembangkan karakter seseorang agar berbudaya dan bermartabat,
yang merupakan sikap yang sangat penting dalam pembentukan
karakter anti korusi. Pendidikan anti koruptif dilakukan tidak dirancang
untuk dapat memberantas korupsi namun untuk mencegah melalui
jalan melatih orang agar memiliki kesadaran dalam berperilaku anti
koruptif. Oleh karena itu pada pendidikan anti koruptif, sangatlah
penting diberikan pemahaman terhadap nilai-nilai korupsi yang
merupakan nilai-nilai negatif dan dapat merugikan banyak pihak.

Penanaman nilai-nilai anti korupsi pada pendidikan menengah,
salah satu metodenya dapat dilakukan dengan metode pendidikan anti
korupsi secara kritis yang mengubah paradigm pendidikan
konvensional yang lebih mengedepankan aspek kognitif. Pendidikan
anti korupsi secara kritis ini lebih menitikberatkan pada aspek sikap,
moralitas, kecerdasan emosial dan spiritual, yang lebih
mengedepankan perilaku  individu dalam memandang dan
mengkonseptualisasikan dunianya sebagai wawasan yang mereka
miliki. Pendidikan kritis ini dapat dilakukan antara lain meliputi: 1)
belajar tentang kontradiksi sosial, politikk, ekonomi, budaya,
pengambilan keputusan, dan tindakan untuk mengatasi unsur-unsur
yang Dbersifat menindas, 2) memunculkan problematik yang
mengancam kehidupan kelompok tertindas yang difantasikan dalam
bentuk penindasan untuk dikaji secara kritis, dan 3) melahirkan aksi
bersama untuk mengatasi masalah.*

Selanjutnya bagi peserta didik tingkat menengah, metode
pendidikan antikorupsi di sekolah dengan menerapkan strategi
pembelajaran tertentu. Oleh karena itu, strategi implementasi

32

33

Donny Gahral Adian dkk, Pendidikan Memang Multikultural Beberapa Gagasan, Editor Aryo
Danusiri dan Wasmi Alhaziri, Yayasan Sains Estetika dan Teknologi (SET), Jakarta, him. 136,
dalam | Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk
Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi, Jurnal limi ah Prodi Magister
Kenotariatan, 2017-2018, | e - | SSN: 2502-7573, diakses pada tanggal 15 Agustus 2021.

Ibid.
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pendidikan antikorupsi dapat dilakukan melalui: (a) mata pelajaran yang

sesuai, (b) muatan lokal, dan (c) pengembangan diri.**

Strategi implementasi pendidikan antikorupsi dengan cara
mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam pembelajaran dirasa
masih belum cukup, sehingga diperlukan strategi melalui hal-hal antara
lain: (1) penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah; (2)
mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam pembelajaran:
pelajaran yang sesuai, muatan lokal, dan pengembangan diri, dan (3)
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan melibatkan
masyarakat. Sedangkan model pendidikan anti korupsi lainnya pada
pendidikan menengah dapat dilakukan sebagai berikut:

1)  Model Pembelajaran Sosial Reconstruction. Model pembelajaran
ini bertolak pada problem yang dihadapi masyarakat, dengan
menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai upaya
pemecahannya agar dapat bermanfaat bagi masyarakat yang
lebih baik. Dengan pembelajaran ini disamping menekankan isi
pembelajaran atau pendidikan juga menekankan proses
pendidikan dan pengalaman belajar.*

2) Model Pendidikan Antikorupsi. Pendidikan merupakan usaha
sadar untuk mengembangkan kreatifitas, potensi secara terus
menerus untuk mewujudkan peserta didik yang secara aktif dapat
mengembangkan potensi bagi dirinya sehingga memiliki kekuatan
yang spiritual, berakhlak mulia, serta keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara. Terkait
dengan pendidikan anti korupsi, maka dalam model pendidikan
anti korupsi hendaknya harus menyeimbangkan keselarasan
aspek kognitif, afektif dan juga psikomotorik, sehingga gol dari

pendidikan anti korupsi adalah tercermin sikap perilaku anti

34

Herry Widyastono, Strategi Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah, Jurnal Teknodik
Vol. 17 Nomor 2, Juni 2013, him. 201, diakses pada tanggal 15 Agustus 2021.

% Muhaimin, Pengembangan Kurikulun Pendidikan Agama lIslam Di Sekolah, Madrasah dan

Perguruan Tinggi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2005, him. 139, dalam Nurdyansyah,
Model Sosial Sebagai Pendidikan Anti Korupsi Pada Pelajaran Tematik di Madrasah lbtida’iyah
Muhammadiyah 1 Pare, Jurnal Pendidikan dan Keislaman, Vol. 14 No. 1, April 2015, him. 15-
16, diakses pada tanggal 15 Agustus 2021.
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korupsi terutama ketika kelak peserta didik diberikan amanah
sesuai jabatan yang diembannya.

3) Pembelajaran Tematik Anti Korupsi. Penerapan pembelajaran ini
berlandasakan konsep relaitas sosial agar dapat memberikan
kontribusi untuk menemukan bagaimana seharusnya belajar
bermakna yang tidak hanya menekankan aspek kecerdasan
kognitif, namun justru untuk menemukan kecerdasan sosial.
Dalam menerapkan pembelajaran tematik, terdapat prinsip dasar
yaitu: harus terintegrasi dengan lingkungan, belajar dirancang
agar peserta didik menemukan tema khususnya terkait tentang
anti korupsi, dan juga dapat lebih efisien.*

4) Metode Pendidikan Terintegrasi. Metode pendidikan karakter
terintegrasi dalam kurikulum mempergunakan berbagai macam
materi pembelajaran yang ada dalam kurikulum demi pembetukan
karakter siswa, oleh karena itu, proses pembelajaran di dalam
kelas mesti didesain sedemikian rupa sehingga memberikan
tantangan pengembangan ilmu pengetahuan bagi setiap siswa.
Pembelajaran di dalam kelas mesti menghargai keunikan setiap
pembelajar, dan membantu mengembangkan karakter mereka

sebagai pembelajar.®’

c. Pendidikan Tinggi

Sebelum menguraikan tentang metode penddikan anti korupsi
pada tingkat pendidikan tinggi dapat diuraikan terlebih terkait
menumbuhkan budaya anti korupsi. Menumbuhkan budaya anti korupsi
pada perguruan tinggi, menjadi tugas dan tanggung jawab tidak hanya
para pendidik, namun juga dipengaruhi oleh penyelenggara pendidikan
tinggi tersebut baik yang dilakukan oleh perguruan tinggi swasta
maupun negeri. Dalam menumbuhkan budaya anti korupsi pada

pendidikan di Perguruan Tinggi harus diorientasikan pada tataran

% Ipid., him. 17

4 Ginanjar Hambali, Evaluasi Program Pendidikan Antikorupsi Dalam Pembelajaran, Integritas:
Jurnal  Anti  Korupsi, Vol. VI No.1, e-ISSN/p-ISSN:  2615-7977/2477-118X,
https://doi.org/10.32697/integritas.v611.621, diakses pada tanggal 17 Agustus 2021.



45

bagaimana menanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan
sehari-hari.®®

Untuk mewujudkan nilai-nilai anti korupsi, sangat memerlukan
prasyarat yaitu pendidikan karakter yang dapat diimplementasikan
melalui berbagai mata kuliah seperti Pendidikan Agama, Pancasila,
Kewarganegaraan , ataupun bahkan melalui mata kuliah tersindiri yaitu
mata kuliah anti korupsi. Dengan pendidikan karakter, diharapkan
adanya potensi dar peserta didik mampu berkembang secara optimal,
baik aspek pada kecerdasan intelektual, emosional maupun spritual.
Menumbuhkan budaya anti korupsi dapat diberikan pada setiap
pembelajaran sikap mental dan nilai-nilai moral antikorupsi sehingga
mahasiswa dapat memiliki pandangan dan sikap yang permisive
terhadap segala bentuk praktik korupsi. Menumbuhkan budaya anti
korupsi di Perguruan Tinggi pentung diberikan agar diharapkan dapat
menyelamatkan Mahasiswa untuk tidak menjadi penerus dalam
tindakan-tindakan korup oleh generasi sebelumnya. Langkah untuk
menangani korupsi melalui sistem pendidikan dapat berdampak besar
terhadap kehidupan manusia Indonesia.

Tujuan pendidikan anti korupsi pada tingkat perguruan tinggi
antara lain: pemahaman bentuk korupsi dan aspek-aspeknya, persepsi
dan sikap anti korupsi, sikap untuk melawan korupsi. Sedangkan
manfaatnya dapat sebagai jangka panjang adalah menyumbang.

Peran serta mahasiswa sebagai upaya pemberantasan terhadap
korupsi tentunya tidak terhadap upaya penindakan yang sebagai
kewenangan dari aparat penegak hukum. Mahasiswa diharapkan lebih
berperan pada upaya untuk pencegahan tindakan korupsi dengan ikut
dalam membangun budaya anti korupsi di masyarakat yang juga
sekaligus sebagai agen perubahan atau motor penggerak gerakan anti
korupsi di masyarakat. Oleh karenanya agar dapat ikut berperan aktif,

mahasiswa harus memiliki pengetahuan yang cukup terutama tentang

38

Muslihati, Belajar dan Pembelajaran, (Malang: LP3 Universitas Negeri Malang, 2005), him. 12,
dalam Putra Perdana Ahmad Saifulloh, Peran Perguruan Tinggi Dalam Menumbuhkan Budaya
Anti Korupsi Di Indonesia, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 47 No. 4, ISSN: 0125-9687,
diakses pada tanggal 17 Agustus 2021.
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seluk beluk dari korupsi dan pemberantasannya, termasuk upaya

pencegahannya.

Adapun kegiatan yang dapat ditempuh untuk memberikan bekal
kepada mahasiswa antara lain: kegiatan sosialisasi, kampanye,
seminar atau perkuliahan. Oleh karenanya dalam jangka panjang,
budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa merupakan upaya untuk
melakukan pecegahan korupsi di Indonesia yang manfaatnya akan
dirasakan oleh generasi pada masa mendatang.*

Pendidikan anti korupsi pada hakekatnya lebih menekankan
kepada pembangunan karakter anti korupsi (anti-corruption character
building) dalam diri individu mahasiswa dan membangun semangat
serta kompetensinya sebagai agent of change pada kehidupan
bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman
korupsi. Adapun metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam
pendidikan anti korupsi untuk mahasiswa, antara lain:

1) Diskusi di kelas (In-class discussion). Metode diskusi di kelas ini
dilakukan antara dosen dan mahasiswa untuk mendiskusikan
konsep-konsep terkait korupsi dan anti-korupsi. Tujuan metode ini
untuk menumbuhkan kepekaan dan membangun kerangka berfikir
mahasiswa.

2) Studi kasus (case study). Metode ini dilakukan dengan
mendiskusikan kasus-kasus korupsi, faktor penyebab korupsi,
dampak korupsi, gerakan pemberantasan korupsi di negara lain,
dan sebagainya.

3) Skenario perbaikan sistem (improvement system scenario).
Metode ini dimaksudkan untuk memperbaiki sistem penyelesaian
masalah korupsi, seperti melalui pencegahan korupsi.

4) Kuliah umum (general lecture). Metode ini dilakukan dengan
menghadirkan seorang pembicara tamu dalam berbagi

pengalaman untuk memberantas dan mencegah korupsi.

¥ Ita Suryani, Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi di Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi
Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi, Jurnal Visi Komunikasi, Vol. 14 No. 02,
November 2015, him. 285, diakses pada tanggal 18 Agustus 2021.
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5) Diskusi film (film discussion). Metode ini dilakukan sebagai media
dalam pembelajaran dengan kekuatan audiovisual.

6) Laporan investigasi (investigative report). Metode ini dengan
melakukan investigasi di lapangan yang dilakukan dalam waktu
tertentu sesuai tujuan yang hendak dicapai.

7)  Thematic exploration. Metode ini dilakukan dengan melakukan
observasi pada sebuah kasus korupsi ataupun perilaku koruptif,
yang kemudian dapat menganalisis dalam berbagai perspektif
baik sosial, budaya, hukum, ekonomi, politik dan sebagainya.

8) Prototype. Metode ini dilakukan dengan membuat inovasi
teknologi terkait cara penanggulangan korupsi.

9) Prove the government policy. Metode ini dilakukan melalui
pengamatan di lapangan untuk melihat kesesuaian kebijakan dan
pelaksanaannya.

10) Education tools. Mewujudkan kreatifitasnya untuk mendesain
berbagai produk untuk menjadi media pembelajaran anti-korupsi.

Pendidikan  antikorupsi  diharapkan dapat menghasilkan
masyarakat madani yang memiliki kebiasaan berpikir, berniat, dan
bertindak yang selalu jujur dan berintegritas serta cerdas membaca
situasi sosial kemasyarakatan. Pentingnya pendidikan antikorupsi untuk
disosialisasikan dan dikembangkan kepada semua lini di masyarakat
terutama bagi generasi muda dalam dunia pendidikan. Melalui
pendidikan tersebut diharapkan para mahasiswa dapat dibangun dan
diperkokoh karakternya. Upaya tersebut dilaksanakan melalui
pembelajaran yang jujur dan benar dengan mengutamakan proses
antara lain meliputi*®;

1) Integrasi nilai dan etika.

2) Internalisasi nilai positif yang di tanamkan oleh semua pihak.
3) Pembiasaan dan Latihan.

4) Pemberian teladan.

5) Penciptaan suasana berkarakter di kampus

“0 Rusdi Hasan, Penerapan Pendidikan Anti Korupsi di Kampus Sebagai Bagian Integral Dari
Pendidikan Karakter, Edukasi: Jurnal Pendidikan, Vol. 13 No. 2, Juni 2015, him. 318-319.
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6) Pembudayaan.

Sedangkan pengembangan dan pembentukan karekter positif
dalam menumbuhkan budaya anti korupsi di sektor pendidikan tinggi
antara lain dapat dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut:

1) Pembentukan karakter di kampus menjadi komitmen dan
kebijakan pemimpin dalam mendukung berbagai kegiatan anti
korupsi.

2) Pendekatan formal-kurikuler, yaitu strategi pembentukan karakter
kepada mahasiswa dalam pengintegrasian dan pengoptimalan
Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di semua mata kuliah dan
karakter yang dikembangkan.

3) Pendekatan fragmented, vyaitu pembentukan karakter yang
didasari oleh pemahaman kehidupan terdiri atas berbagai aspek
sebagai penanaman dan pengembangan nilai kehidupan yang
sesuai fungsinya.

4) Pendekatan sistematis, yaitu pendidikan karakter yang berusaha
mengembangkan pandangan atau semangat hidup dalam sikap
hidup, perilaku, yang berkarakter bagi seluruh stakeholder
pendidikan tinggi.

13. Strategi Kebijakan Penanaman Budaya Anti Korupsi Melalui Sektor
Pendidikan Agar Dapat Meningkatkan Ketahanan Nasional.

Budaya antikorupsi pada lembaga pendidikan dapat sejalan dengan
tujuan pendidikan, dimana pendidikan memiliki tujuan membentuk karakter,
sikap, dan watak peserta didik sehingga dapat bermartabat dan berakhlak
mulia. Pendidikan yang berkarakter, bermartabat dan berakhlak mulai,
tersebut juga selaras dengan Ketentuan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003,
dinyatakan bahwa: “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan
untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung jawab.”
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Pentingya pendidikan karakter dengan menanamkan nilai-nilai anti
koruptif, bagi peserta didik tingkat menengah, tentu diperlukan metode yang
berbeda apabila dibandingkan dengan peserta didik tingkat dasar. KPK
selama ini juga telah melakukan upaya menumbuhkan generasi anti korupsi
yang dilakukan melalui kerjasama dengan Depdiknas dan sekolah. Adapun
yang menjadi tujuan pembelajaran pendidikan antikorupsi antara lain:
membekali siswa untuk dapat memahami etika di setiap level “ sosial leaders
” yang dijalaninya, memahami pentingnya etika baik di sektor publik maupun
privat, memahami dampak buruk korupsi dan memiliki keberanian untuk
memberantas korupsi.*'

Tindakan untuk mengendalikan atau mengurangi serta mencegah
sebelum ada niat dan sudah ada niat untuk tidak melakukan korupsi
merupakan esensi pendidikan anti korupsi. Oleh karena itu pendidikan
antikorupsi merupakan upaya dalam mendorong kepada generasi-generasi
mendatang untuk mengembangkan sikap menolak yang secara tegas dalam
setiap bentuk dari tindakan korupsi. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) huruf ¢ UU
RI' Nomor. 19 Tahun 2019, KPK berwenang dalam menyelenggarakan
program pendidikan antikorupsi dalam setiap jenjang pendidikan. Dalam
jangka pendek, hal yang dapat dilakukan dimulai dengan membuat SK
bersama tentang adanya mata pelajaran/mata kuliah antikorupsi masuk
kurikulum, vyaitu antara Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri,
Mendikbudristek.

Selanjutnya terkait strategi kebijakan penanaman budaya anti korupsi
melalui sektor pendidikan agar dapat meningkatkan ketahanan nasional
dapat dikemukakan strategi jangka ~menengah harus  dapat
diimplementasikan rencana aksi pendidikan antikorupsi yang antara lain
meliputi:

a. Kewajiban menyusun kebijakan pendidikan karakter dan budaya
antikorupsi;

b. Penyusunan dan pendistribusian materi pendidikan karakter dan
budaya antikorupsi;

“' Eko Handoyo, dkk, Penanaman Nilai-Nilai Kejujuran Melalui Pendidikan Anti Korupsi Di SMA 6
Kota Semarang, Fakultas lImu Sosial dan Politik, Universitas Negeri Semarang, him. 4-5,
diakses pada tanggal 15 Agustus 2021.
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c. Pendampingan pelaksanaan pendidikan karakter dan budaya
antikorupsi;

d. Penyiapan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, dalam
rangka realisasi rencana aksi pendidikan karakter.

e. Implementasi inovasi pendidikan antikorupsi dalam program penguatan
karakter nilai-nilai antikorupsi terintegrasi dengan kurikulum.
Adapun strategi kebijakan penanaman budaya anti korupsi melalui

sektor pendidikan agar dapat meningkatkan ketahanan nasional dalam

semua jenjang pendidikan dalam jangka menengah dapat diuraikan secara

spesifik sebagaimana dibawah ini.

Pertama, strategi kebijakan penanaman budaya anti korupsi
melalui pendidikan anti korupsi di sekolah baik pada jenjang
pendidikan dasar dan menengah dapat dilakukan melalui strategi antara

lain sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Manajemen Berbasis Sekolah. Penyelenggaraan
manajemen berbasis sekolah merupakan implementasi kebijakan
pemerintah tentang otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan.
Tujuan utamanya adalah untuk memberdayakan semua komponen
warga sekolah dalam menciptakan penyelenggaraan manajemen yang
professional, transparan, akuntabel, dan demokratis dalam rangka
memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu. Empat unsur yang
terkait dengan manajemen sekolah, yaitu: kepala sekolah, pendidik,

peserta didik, dan komite sekolah, termasuk keluarga peserta didik.

b. Integrasi dalam Kurikulum. Integrasi ini diperlukan agar terwujud
kesesuaian dengan kekhasan, kondisi, dan potensi daerah, satuan
pendidikan dan peserta didik. Oleh sebab itu satuan pendidikan untuk
memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan
dan potensi yang ada di daerah. Strategi intergrasi pada masa yang
akan datang dengan mengimplementasikan kurikulum yang berlaku
saat ini dimana muatan lokal dapat diinterintegrasikan ke dalam mata
pelajaran: (1) seni budaya, (2) pendidikan jasmani, olahraga, dan
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kesehatan, serta (3) prakarya dan kewirausahaan. Sedangkan

pengembangan diri diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran,

karena setiap mata pelajaran harus mengembangkan pengetahuan,
keterampilan, serta sikap sosial dan sikap spiritual.

Strategi implementasi pendidikan anti korupsi dapat dilakukan
melalui integrasi antara lain:

1) Mata pelajaran. Dalam strategi ini nilai-nilai antikorupsi
integrasikan kedalam mata pelajaran yang akan ditanamkan pada
peserta didik, misalnya kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab ke
dalam kompetensi yang sesuai pada mata pelajaran tertentu.

2) Muatan Lokal. Mata pelajaran muatan lokal dapat untuk
melaksanakan atau membudayakan perilaku antikorupsi dengan
cara menggali nilai-nilai budaya atau kearifan lokal yang ada
hubungan dengan perilaku antikorupsi,seperti nilai kejujuran,
disiplin, kerja keras dan sebagainya.

3) Pengembangan Diri. Penanaman nilai-nilai antikorupsi dapat
dilakukan melalui kegiatan pengembangan diri, yaitu melalui

pembiasaan dan pembudayaan, serta kegiatan terpogram.

Masyarakat Umum Non Pendidik. Implementasi pendidikan
antikorupsi di sekolah perlu melibatkan seluruh warga sekolah,
orangtua peserta didik, komite sekolah, dan tokoh masyarakat
setempat dengan membuat komitmen bersama untuk mendukung
pelaksanaan pendidikan antikorupsi, dan memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi secara terpogram dan kontinyu, misalnya
dengan sosialisasi melalui koran, majalah, radio, televisi, dan media
lainnya, yang memberitakan tentang berbagai tindakan yang termasuk
korupsi dan bahwa korupsi merupakan tindakan “aib” yang dapat
dikenai hukuman pidana. Hal ini penting dilakukan untuk mengingatkan
masyarakat, karena banyak yang tidak paham tentang tindakan-
tindakan yang dapat digolongkan sebagai tindakan korupsi.

Selain ketiga strategi pendidikan anti korupsi sebagai upaya
dalam menumbuhkan budaya anti korupsi guna meningkatkan
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ketahanan nasional, maka upaya pencegahan dengan

menyelenggarakan pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang

Pendidikan dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan KPK.

Langkah-langkah yang ditempuh oleh KPK dengan melakukan

kesepakatan kerjasama dengan empat kementerian, mendorong

pemerintah untuk menerbitkan peraturan daerah untuk melaksanakan
pendidikan antikorupsi, menjadi langkah maju dalam upaya
pemberantasan korupsi.

Selanjutnya selain ketiga strategi tersebut diatas, terdapat
beberapa hal yang harus diperbaiki agar program pendidikan
antikorupsi pada semua jenjang pendidikan dapat berjalan optimal,
terutama bagaimana pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dengan
kurikulum dapat dipraktikan di ruang-ruang kelas yaitu:

1) Program pelatihan dalam meningkatkan kapasitas guru
memahami  materi antikorupsi dan mengintegrasikan dalam
materi pelajaran;

2) Meningkatkan strategi mengajar, agar materi pembelajaran dapat
disampaikan dengan baik dan nilai-nilai antikorupsi tercermin
dalam sikap menolak perilaku dan tindakan nilai-nilai korupsi;

3) Program pelatihan harus ditindaklanjuti dengan pendampingan di
lapangan, agar proses pembelajaran sesuai dengan yang
diharapkan;

4) Bagi daerah yang sudah menyelenggarakan Program Pendidikan
Antikorupsi, guru harus didorong untuk membuat praktik
pembelajaran pendidikan antikorupsi dan memanfaatkan sumber
atau bahan pembelajaran antikorupsi, dan KPK mempublikasikan
inovasi pembelajaran praktik pendidikan antikorupsi di ruang
kelas;

5) Mendorong pihak sekolah untuk mengimplementasikan program
pendidikan antikorupsi, dan KPK menyosialisasikan contoh

sekolah yang berhasil mengimplementasikan program antikorupsi;
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6) Peran Kementrian Pendidikankebudayaanristek, Pemerintah
Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan dalam implementasi
pendidikan antikorupsi, harus ditingkatkan.

Kedua, strategi kebijakan penanaman budaya anti korupsi melalui
pendidikan anti korupsi pada jenjang pendidikan tinggi dapat diuraikan
sebagaimana dibawah ini.

Pendidikan antikorupsi memerlukan tahap penalaran, internalisasi nilai
dan moral, sehingga dalam mata pelajarannya dapat didesain dengan tidak
hanya menekankan pada aspek kognitif, melainkan dapat lebih kepada
aspek afektif dan psikomotorik. Menekankan bagaimana agar peserta didik
(mahasiswa) melakukan sesuatu, atau menghindari sesuatu agar para
mahasiswa benar-benar dapat menginternalisasi sikap anti korupsi dalam
kehidupan yang nyata. Bagi mahasiswa proses penalaran bagi moral dapat
berkembang sejalan dalam proses belajar sendiri ataupun belajar dari
lingkungan. Dengan adanya pendidikan antikorupsi yang terarah dan efektif,
maka akan terbuka terjadinya internalisasi nilai-nilai anti korupsi. Beberapa
pihak yang menjadi kunci keberhasilan pendidikan anti korupsi diantaranya
yaitu guru/dosen, orang tua, dan orang-orang di lingkungan sekitar. Pihak
sebagaimana tersebut diatas harus mampu dan senantiasa memberi teladan
dalam berperilaku antikorupsi, terutama terhadap berperilaku yang jujur
sebagai dasar dari pembentukan karakter sejak dini. Dengan adanya
program pendidikan anti korupsi diharapkan memberikan pemahaman yang
sama dan terpadu dalam mencegah terjadinya korupsi. Dengan pendidikan
anti korupsi, diharapkan dapat berdampak pada adanya respon atau
tanggapan balik dari rakyat untuk senantiasa menolak perilaku korupsi.
Selanjutnya pendidikan ini diharapkan dapat membentuk kesadaran publik
dalam setiap kegiatan dengan mengarah kepada adanya pencegahan
tindakan korupsi oleh para penguasa atau pengambil kebijakan yang tidak
mempedulikan rakyat.

Adapun strategi dalam pendidikan anti korupsi sebagai upaya
menumbuhkan budaya anti korupsi pada pendidikan tinggi setidaknya dapat
dilakukan antara lain:
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Melakukan perubahan orientasi pendidikan tinggi tidak hanya kepada
berorientasi pada penguasaan iptek, namun perlu secara seimbang
lebih menekankan pada budaya dan perilaku (karakter). Integrasi
pendidikan iptek dan seni dengan moral dan etika, faktanya belum
dapat dilakukan secara serasi dan seimbang. Oleh karena itu, hadirnya
pendidikan anti korupsi dipandang sebagai pembaharuan yang tepat
bagi pendidikan di Indonesia. Pendidikan antikorupsi bagi mahasiswa
mengarah pada tiga sikap moral fundamental yang akan membuat
orang menjadi kebal terhadap godaan korupsi yaitu kejujuran, rasa
keadilan, dan rasa tanggung jawab. Jujur berarti berani menyatakan
keyakinan pribadi, menunjukkan siapa dirinya. Adil berarti memenuhi
hak orang lain dan mematuhi segala kewajiban yang mengikat diri
sendiri. Sikap moral yang selanjutnya dibutuhkan adalah rasa tanggung
jawab yang berarti teguh hingga terlaksananya tugas.

Paradigma pendidikan anti korupsi dikalangan mahasiswa melalui
kurikulum dengan memberikan pemahaman dan contoh kepada
mahassiswa tentang praktek korupsi dan konsekuensi yang akan
diterima oleh para pelaku korupsi.

Memberikan proses pembelajaran tentang kepekaan terhadap praktek-
praktek korupsi yang terjadi secara nyata.

Mendidik para mahasiswa tentang nilai-nilai antikorupsi yang sesuai
dengan ajaran-ajaran sosial dan keagamaan.

Mewujudkan generasi yang berkarakter kebangsaan dan berintegritas
karena tidak mempraktekkan perilaku menyimpang.

Membantu seluruh cita-cita masyarakat dalam menciptakan perilaku
anti korupsi demi masa depan yang lebih baik.

Mengimplementasikan beberapa bentuk kegiatan dalam kebijakan
kampus merdeka-merdeka belajar khususnya terkait magang
bersertifikat dan juga KKN Desa merupakan bentuk kegiatan belajar
yang dapat diterapkan dalam rangka menumbuhkan budaya anti

korupsi.
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14. Hubungan Budaya Anti Korupsi Dengan Ketahanan Nasional Bangsa

Indonesia dan Faktor Yang Dapat Meningkatkan Ketahanan Nasional

Budaya anti korupsi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan

persoalan ketahanan nasional, dimana masyarakat yang cenderung

berperilaku anti korupsi akan menyebabkan secara signifikan berkurangnya

tingkat perilaku korupsi atau angka korupsi.

Adapun hubungan budaya anti korupsi yang dapat meningkatkan

ketahanan nasional antara lain dipengaruhi antara lain hal-hal sebagai
berikut:

a.

Kesadaran masyarakat dan individu. Apabila korupsi dalam suatu
masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap
hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai
masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku
dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan
mementingkan diri sendiri (self interest), bahkan selfishness sehingga
tidak akan ada kerja sama dan persaudaraan yang tulus. Sebaliknya
adanya kesadaran masyarakat dan individu akan meningkatkan
ketahanan nasional.

Kesadaran Generasi Muda akan efek negatif dari korupsi pada jangka
panjang. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan
sehari-hari, anak tumbuh dengan pribadi antisosial, selanjutnya
generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa
(atau bahkan budaya), sehingga perkembangan pribadinya menjadi
terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Jika
generasi muda suatu bangsa keadaannya seperti itu, bisa dibayangkan
betapa suramnya masa depan bangsa tersebut. Sebaliknya dengan
kesadaran generasi muda, maka akan terjadi peningkatan ketahanan
nasional.

Praktek politik kekuasaan yang dicapai dengan cara tanpa adanya
praktek korupsi. Bahaya korupsi terhadap politik kekuasaan politik yang
dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan
pemimpin masyarakat yang tidak legitimate di mata publik. Jika
demikian keadaannya, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap
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pemerintah dan pemimpin tersebut, akibatnya mereka tidak akan patuh
dan tunduk pada otoritas mereka. Sebaliknya apabila pratek politik
kekuasaan diperoleh dengan tanpa adanya praktek korupsi, maka
ketahanan nasional justru akan semakin terwujud karena masyarakat
patuh akan pemimpinnya.

Praktek ekonomi yang tidak KKN. Adanya praktek korupsi dalam
bidang ekonomi jelas akan merusak perkembangan pertumbuhan
ekonomi suatu bangsa. Jika suatu projek ekonomi dijalankan sarat
dengan unsur-unsur korupsi (penyuapan untuk kelulusan projek,
nepotisme dalam penunjukan pelaksana projek, penggelepan dalam
pelaksanaannya dan lain-lain bentuk korupsi dalam projek), maka
pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari projek tersebut tidak akan
tercapai. Sebaliknya tidak adanya praktek korupsi dalam kegiatan
ekonomi akan meningkatkan ketahanan nasional suatu bangsa.

Adapun yang menghambat pemberantasan korupsi termasuk juga

pencegahan korupsi sehingga mempengaruhi kondisi ketanahanan nasional

dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a.

Hambatan Struktural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-
praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat
penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana
mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di antaranya: egoisme
sektoral dan institusional yang menjurus pada pengajuan dana
sebanyak-banyaknya untuk sektor dan instansinya tanpa
memperhatikan kepentingan nasional.

Hambatan Kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan
negatif yang berkembang di masyarakat. Yang termasuk dalam
kelompok ini di antaranya: masih adanya “sikap sungkan” dan toleran di
antara aparatur pemerintah yang dapat menghambat penanganan
tindak pidana korupsi oleh karena kurang terbukanya pimpinan instansi
sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi,
campur tangan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam penanganan

tindak pidana korupsi, rendahnya komitmen untuk menangani korupsi
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secara tegas dan tuntas, serta sikap permisif (masa bodoh) sebagian
besar masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Hambatan Instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari
kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-
undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak
berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di
antaranya: masih terdapat peraturan perundang-undangan yang
tumpang tindih sehingga menimbulkan tindakan koruptif berupa
penggelembungan dana di lingkungan instansi pemerintah, lemahnya
penegakan hukum penanganan korupsi; serta sulitnya pembuktian
terhadap tindak pidana korupsi.

Hambatan Manajemen, vyaitu hambatan yang bersumber dari
diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang
baik (komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan dan
akuntabel) yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak
berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini di
antaranya: kurang komitmennya manajemen (Pemerintah) dalam
menindaklanjuti hasil pengawasan, lemahnya koordinasi baik di antara
aparat pengawasan maupun antara aparat pengawasan dan aparat
penegak hukum, kurangnya dukungan teknologi informasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan, tidak independennya organisasi
pengawasan, kurang profesionalnya sebagian besar aparat
pengawasan, kurang adanya dukungan sistem dan prosedur

pengawasan dalam penanganan korupsi.






